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PEDOMAN
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan perguruan tinggi harus selalu memberikan kemanfaatan
kepada masyarakat. Melalui fungsi pembelajaran, penelitian dan
pengabdian, perguruan tinggi menghasilkan lulusan dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai cara ditempuh untuk memaksimalkan dampak dan pengaruh
sebuah perguruan tinggi kepada masyarakat. Bahkan, perguruan tinggi
menjadi ikon untuk melakukan perubahan atau rekayasa sosial. Termasuk
bagaimana sebuah perguruan tinggi menjadi wadah untuk mengasah aspek
kewargaan dari setiap individu manusia. Perguruan tinggi menjadi tempat
yang cukup menjanjikan untuk terjadi proses pendidikan menjadi warga
yang baik dengan segala sikap yang konstruktif.

Penelitian sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan
dampak kemanfaatan yang lebih.Usaha-usaha menghasilkan gagasan-
gagasan baru mengenai kehidupan melalui penelitian tidak dipandang
sebagai sebuah usaha eksklusif sekelompok kecil manusia. Sejatinya usaha
itu merupakan usaha bersama bagi siapa saja yang memiliki minat untuk
perbaikan kualitas kehidupan manusia. Hanya segelintir orang yang tahu
dan terpelajarlah yang paling absah melakukan penelitian, sementara orang
kebanyakan yang kurang terdidik adalah obyek kajian semata menjadi
sebuah pandangan yang tidak saja lemah, tetapi mengandung sikap
arogansi. I[lmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi adalah
ilmu yang hidup, demikian di berbagai perguruan tinggi di Eropa menyebut
usaha ini sebagai menghasilkan living knowledge. Ruang kerjasama
penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu
kebutuhan dengan semangat menghasilkan perubahan dan ilmu
pengetahuan yang relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan.
Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan
akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial.



Keterpaduan tri-dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi
dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang
sedang berlangsung.

Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan
pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itulah, penyusunan pedoman ini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. TUJUAN

1.

2.

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

Memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
penelitian pada PTKI Negeri.

Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.



D. RUANG LINGKUP PANDUAN
Pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi-
instansi sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk
pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian
yang merupakan salah satu aspek tri dharma perguruan tinggi.

E. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN
Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian
Agama tahun berjalan;
DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
Pemerintah Daerah;
Perusahaan;
Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; atau,
Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.
Khusus untuk PTKI Negeri, anggaran penelitian yang bersumberkan dari
Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar
30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen
30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan publikasi karya ilmiah.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma
baru yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai
dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan
[slam masing-masing.
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F. KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN
Dalam penelitian, ditemukan adanya ketimpangan kemampuan
penelitian para pengaju. Untuk itu, dalam pengajuan dana bantuan
penelitian besaran dana disesuaikan dengan katagori penelitiannya.
Katagorisasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Pemula
Yang masuk dalam katagori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti.
b. Jumlah peneliti maksimum dua orang
c. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 10.000.000,- s.d.
Rp. 15.000.000,-
2. Penelitian Madya



Yang masuk dalam katagori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

1. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi
ketua peneliti;

2. Jumlah peneliti maksimum dua orang;

3. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan
dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk
Dosen Nasional (NIDN);

4. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di
luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 16.000.000,- s.d.
Rp. 35.000.000,-

Penelitian Unggulan
Yang masuk dalam katagori ini adalah jika dosen yang mengajukan
penelitian ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua tim adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional
lektor kepala sampai guru besar;
b. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum asisten ahli;
c. Jumlah peneliti minimum dua orang, maksimum empat orang.
Katagori penelitian unggulan dibagi dalam tiga katagori, yaitu:
a. Peneliti Unggulan Interdisipliner
Yang termasuk dalam jenis penelitian unggulan ini adalah:
1) Penelitian berbasis isu-isu kontemporer
2) Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi
keilmuan
Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 40.000.000,-
s.d. Rp. 100.000.000,-
b. Peneliti Unggulan Nasional
Yang termasuk dalam jenis penelitian unggulan ini adalah:
1) Penelitian berbasis potensi mendapatkan hki/hak paten
2) Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat
3) Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia industri
Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 101.000.000,-
s.d. Rp. 150.000.000,-
c. Peneliti Unggulan International
Yang termasuk dalam jenis penelitian unggulan ini adalah penelitian
yang melibatkan akademisi mancanegara, meski pelaksanaan
penelitian bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 151.000.000,-
s.d. Rp. 250.000.000,-

Ketentuan-Ketentuan Khusus

1. Nomenklatur Kategorisasi
Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian ini, setiap PTKI
diperbolehkan untuk menggunakan istilah yang berbeda, dengan
catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada variabel
besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang



pengelompokan (cluster) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui
Keputusan Rektor.

2. Penelitian Multi Tahun (multiyear)
Penelitian yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam)
bulan dapat dibiayai pada anggaran tahun selanjutnya setelah
dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian dan
mendapatkan rekomendasi tim yang ditetapkan.

3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian
Dalam beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen dapat
melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan
mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian
mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan
mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.



BAB 11
PELAKSANAAN PENELITIAN

A. PENGAJUAN PENELITIAN

Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-
langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian, yaitu:

1. Mengajukan Proposal

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai
berikut:

a. Judul
Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti. Untuk
itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah
penelitian.

b. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan.

Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

i. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya gap antara apa yang
seharusnya (das solen) dengan apa yang senyatannya (das sein);

ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;

iii. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan
masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;

iv. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan denganhasil
penelitian terdahulu

c¢. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau
pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu
peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

d. Kajian Teori dan Kajian Pustaka
Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian.
Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka.
Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

e. Metode
Yang dimaksud dengan metode adalah urutan atau tata cara
pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan,
teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan
penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas
permasalahan penelitian.



f. Data dan Sumber Data
Memuat data yang sudah dukumpulkan dan sumber data tersebut

didapat.

g.Jadwal Pelaksanaan
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan),
jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

h. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan
anggaran harus ditulis dengan rinci, meliputi komponen-komponen.
Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada
tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya
yang dibelanjakan (at cost). Dalam penganggarannya, peneliti
mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan
rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja
perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan
luas penelitian tersebut.

Adapun model penganggarannya minimal mengikuti pola
sebagaimana lampiran 1.

i. Pelaksana
Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengankeahlian yang dimiliki
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta
alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

B. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN
Dalam mengendalikan mutu penelitian, mekanisme yang ditempuh
adalah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk
dibiayai.Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka
harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas
kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal
tersebut.

Pelaksanaan  seleksi  sekurang-kurangnya  merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya.

Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu; pertama, seleksi
administrastif yang dilakukan melalui penilaian meja (desk evaluation),
yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Kedua, seleksi
substansi, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar pada bidang
ilmu masing-masing.



Hal-hal yang masuk dalam komponen yang dinilai dalam proses seleksi
dengan menggunakan format seperti contoh di bawah ini:

NO

ASPEK YANG
DINILAI

Rubrik

O XO”

NILAI
(N)

BOBOT
(B)

KET

PERMASALAHAN

Permasalahan yang
akan diteliti

1. Tidak mengandung masalah;

2. ada masalah, tapi tidak layak untuk diteliti
3. ada masalah, tidak jelas rumusannya

4. ada masalah dan baik untuk ditindaklanjuti
5. masalah yang diambil sangat penting
ditindaklanjuti

b wnNn -

10

Rumusan masalah

1. RM tidak mencerminkan permasalahan
penelitian;

2. RM tidak jelas rumusannya

3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian
4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan
penelitian

5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan
penelitian

10

Signifikansi penelitian

1. signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik;
2. tidak signifikan, tapi terelaborasi dengn baik;
3. cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik;

4. signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan
baik;

5. signifikan dan terelaborasi dengan sangat baik

SN -

(&2}

10

Mengandung
unsur/teori baru

1. tidak mengandung unsur baru

2. memuat isu baru tapi tidak berkaitan

3. mengandung unsur baru, namun tidak penting
4. mengandung teori baru dan penting untuk
pengembangan keilmuan

5. mengandung teori baru dan sangat penting
untuk pengembangan keilmuan

SN -

10

PENGGUNAAN BAHASA

Penggunaan Bahasa
dan Diskripsi
Proposal

1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang
tidak ilmiah

2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis

3. Bahasa ilmiah dan sistematis

4. Bahasa ilmiah dan rasional

5. Bahasa ilmiah, sistematis dan terurai dengan
jelas

A wWwnN -

10

TEORI DAN REFERENSI

Ketepatan
Penggunaan Teori

1. Tidak ada teori yang dipergunakan

2. ada teori, tapi tidak berkaitan

3. ada teori, tapi penulis tidak mampu
menggunakannya

4. ada teori dan terelaborasi dengan baik

5. ada teori, terelaborasi dengan baik, dan sangat
tepat

O wN -

10

Penggunaan
Referensi

1. referensi ada tapi tidak berkaitan dengan tema
penelitian

2. referensi yang berkaitan di bawah 10 judul

3. referensi UTAMA berjumlah 5 - 10 judul

4. referensi UTAMA lebih dari 11 judul

5. Proposal sudah merujuk min. 5 refernsi utama

OB WwhN =

10

Kajian Pustaka/Riset
sebelumnya yang
berkaitan

1. tidak ada kajian pustaka/riset sebelumnya dgn
tema yang berkaitan

2. ada kajian pustaka, tapi tidak berkaitan dengan
tema

3. ada kajian pustaka/riset sebelumnya dengan
jumlah 1-2 riset

4. ada kajian pustakalriset sebelumnya, berkaitan
dengan tema, tapi kurang terelaborasi

5. ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan
dengan tema riset dan terelaborasi baik

OB WwWhN =

10

HIPOTHESIS




Hipotesis (jika ada)

1. Tidak ada hipotesis

2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan tema
3. ada dan teruraikan dengan baik

4. ada, jelas dan tapi tidak tepat

5. ada, jelas dan sangat tepat

TN -

D METODE PENELITIAN

Ketepatan
Penggunaan Metode

1. Metode yang dipergunakan tidak tepat

2. Metode yang dipergunakan ada, tapi kurang
tepat

3. metode yang dipergunakan tepat tapi kurang
terjabarkan dengan baik

4. terurai dengan baik sistematis dan jelas

5. terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan
jelas

OB wWwN -

10

E Alokasi Biaya dan Waktu

Pembiayaan

1. RAB ada tapi tidak rasional

2. RAB ada, cukup rasional

3. RAB ada dan kurang sesuai peruntukannya
4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya

5. RAB ada dan sangat sesuai peruntukannya

O wWwN -

JUMLAH SKOR TOTAL

100

REKOMEND ASI

Catatan:
A Skor 100 - 300 = Ditolak

B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan
C Skor 401 - 500 = Layak/lulus menjadi nominator

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi,
mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar pada masing-masing
Para pakar yang dihadirkan, ditentukan oleh
perguruan tinggi masing-masing disesuaikan dengan disiplin ilmu dan

perguruan tinggi.

keahliannya.

2. Seminar

Yang dimaksud dalam seminar di sini adalah seminar proposal dan seminar
hasil penelitian. Setiap hasil penelitian harus diseminarkan. Seminar hasil

penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, Seminar di hadapan tim panelis yang ditunjuk oleh lembaga
pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari
pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban
Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan.

Seminar jenis ini ada dua tahap:

a) Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak tahap pertama.
Pada tahap ini, nominator mempresentasikan desain operasional dari

penelitian yang akan dilaksanakan.

Jakarta,

Penilai,

pengaju harus




Yang dimaksud dengan desain operasional adalah penjabaran lebih
teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.

b) Seminar evaluasi pelaksanaan (middle term evaluation). Pada tahap ini,
penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian.
Seminar ini bisa diselenggarakan jika dianggap penting untuk
dilaksanakan.

Kedua, Seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka
mensosialisasikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar expose
penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen
atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

Berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu lebih lanjut ditetapkan
melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses
pemberian bantuan dana penelitian.

B. PENELITIAN DARI INSTANSI LINTAS KEMENTERIAN/DEPARTEMEN
Dana penelitian bisa bersumberkan dari anggaran instansi non
Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta.Kegiatan
penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan
dengan lembaga yang menangani penelitian di tingkat perguruan tinggi,
sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifvitas penelitian.

C. PENGANGGARAN PENELITIAN
Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing
peneliti. Dalam penyusunan anggaran penelitian, agar diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini
dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen
di bidang penelitian. Namun demikian, pengaju penelitian dapat
mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah
melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen.
2. Komponen Pembiayaan penelitian dapat mencakup biaya hal-hal
sebagai berikut:
a. Persiapan
i. penyusunan proposal, yang mencakup narasumber dalam
diskusi dengan tim sejawat
ii. presentasi proposal, yang mencakup biaya transportasi,
narasumber saat pelaksanaan presentasi.
iii. Biaya persiapan penelitian seperti penyusunan instrument, try
out instrument dan lain sebagainya.
b. Pelaksanaan
i. pengumpulan data, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi,
ii. focus group discussion,
iii. jasa pengisian instrument dan lain-lain.
iv. Analisa data; mulai dari input data sampai pengolahan data.
c. Pasca Pelaksanaan

10



i. presentasi hasil penelitian, yang meliputi biaya narasumber
utama, narasumber pembanding, transportasi, dan sejenisnya.

ii. pembelian bahan.
iii. Pra Penerbitan; Lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
3. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap
aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang
dibelanjakan (at cost). Dalam penganggarannya, peneliti dapat
mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana
pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan
disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut.
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BAB III
PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN

Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan
anggaran penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mekanisme pencairan anggaran
penelitian oleh Peneliti di Satuan Kerja PTKI Negeri adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Pemula, dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 15.000.000,-.

Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 1

(satu) tahap, dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan

proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau review pasca

saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani
kontrak penugasan penelitian.

2. Penelitian Madya, dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 35.000.000,-.
Pada penelitian dengan kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan
dengan 2 (dua) tahap pula, yakni:

a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan
proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani
kontrak penugasan penelitian ditandatangani.

b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan, dan peneliti
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Pemberi dana
bantuan;
2) Memberikan laporan hasil penelitian

3. Penelitian Unggulan, dengan anggaran penelitian antara Rp. 40.000.000,- s.d.
Rp. 250.000.000,-.Pada penelitian dengan kategori ini, pembayaran
penelitian dilakukan dengan2 (dua) tahap, yakni:

a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah mempresentasikan proposal,
ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak
penugasan penelitian ditandatangani;

b. Tahap 2 sebesar 40% setelah peneliti memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Pemberi dana
bantuan.
2) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penelitian.

Jika biaya penelitian melampaui batasan biaya sebagaimana disebut di atas,
maka Rektor/Ketua PTKI dapat menentukan besaran tersendiri dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Dalam hal pentahapan pembayaran, masing-masing perguruan tinggi dapat

melakukan penyederhanaan atau penambahan tahapan pencairan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis penelitian. Pentahapan
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tersebut ditetapkan melalui Keputusan pimpinan perguruan tinggi atau pihak
yang bertanggung jawab atas anggaran Perguruan Tinggi.
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BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu:

A. Laporan Akademik
Yang dimaksud dengan laporan akademik adalah laporan hasil
penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yangterdiri
dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:
1. Laporan Hasil Penelitian
Yang dimaksud dengan laporan penelitian adalah laporan penelitian
yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi:

a.

Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil penelitian yang di-lay out

dalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-4, dan secara lengkap

beserta lampirannya; atau

Laporan dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud

pada huruf a di-lay out dalam bentuk buku siap dipublikasikan

dengan spesifikasi sebagai berikut:.

1) Ukuran buku 17 x 25 cm

2) Tebal halaman minimal 200 hal

3) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt

4) Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan
ukuran 12 pt

5) Dalam bagian akhir disertai dengan indeks.

2. Excecutive Summary
Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk excecutive summary
adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang
siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika
sebagai berikut:

d.

Judul Penelitian

b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini

® oo

f.

Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
Kata kunci

Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan
Penutup, daftar referensi

Indek

3. Laporan Outcome
Laporan yang mengatur tentang outcome penelitian sesuai perjanjian
yang disepakati, di antaranya adalah:

a.

b.

Hasil penelitian di muat dalam jurnal nasional, jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal international.

Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap
dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional.
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B. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada
pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah
laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas
pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai
ketentuan pelaporan yang akan ditetapkan melalui keputusan
Rektor/Ketua PTKI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pelaporan
keuangan ditentukan lebih lanjut melalui ketetapan Rektor/Ketua PTKI.

Batas Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya
pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran
tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan

out come, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No Katagori Laporan
Penelitian Produk Outcome Keterangan
1 Penelitian Laporan lengkap Artikel yang | Laporan outcome paling
Pemula dimuat pada | lambat 6 bulan sejak
Jurnal ber ISSN | penelitian/anggaran
dan terindeksasi | tahun berjalan berakhir.
Moraref
2 Penelitian a. Laporan lengkap Jurnal nasional | Laporan outcome paling
Madya b. Buku siap ber ISSN dan | lambat 12 bulan sejak
dipublikasikan terindeksasi penelitian/anggaran
(bentuk dummy) Moraref & DOA] | tahun berjalan berakhir.
3 Penelitian
Unggulan
a | Penelitian a. Laporan lengkap Jurnal nasional | 1. Naskah diterbitkan di
Unggulan b. Buku siap terakreditasi Jurnal Nasional
Interdisipliner dipublikasikan terakreditasi, paling
lambat 18 bulan
setelah laporan
pelaksanaan
b | Penelitian a. Laporan lengkap Jurnal nasional penelitian; atau
Unggulan b. Buku siap terakreditasi 2. Naskah buku
Nasional dipublikasikan berbahasa Indonesia

siap terbit (paling
lambat 12 bulan)
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¢ | Penelitian a. Laporan lengkap Jurnal 1. Jurnal internasional,
Unggulan b. Buku siap International paling lambat 24
International dipublikasikan terakreditasi bulan setelah

laporan pelaksanaan
penelitian; atau

2. Naskah buku
berbahasa resmi PBB
siap terbit (paling
lambat 24 bulan)

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan mekanisme

ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

pelaporan keuangan
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BABV
PENUTUP
Pedoman ini menjadi acuan bagi PTKI dalam penyelenggaraan penelitian.

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam
ketentuan lainnya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 2015
Direktur Jenderal,

ttd

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.
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Lampiran 2.
RENCANA ANGGARAN BIAYA

No

Jenis Kegiatan

\Y

Sat

Harga Jumlah

A

Pra Kegiatan

Penyempurnaan Proposal

a | Honor Narasumber:
Penyempurnaan
penyusunan
Penelitian

proposal

JPL

900.000

b | Transportasi

Keg

110.000

¢ | Konsumsi
diskusi

peserta

OA

35.000

Pelaksanaan

Penyusunan
Operasional Penelitian

Desain

a | Honor Narasumber:
Penyempurnaan
penyusunan
Penelitian

proposal

JPL

900.000

b | Transportasi

Keg

110.000

¢ | Konsumsi
diskusi

peserta

OA

35.000

Uji instrument

Org

100.000

Pengumpulan Data

a | Uang
Penginapan,
Transportasi

Harian,

OH

Sesuaikan
SBU

Pengolahan Data

Penelitian

1.450.000

a. Honor input data
b. Honor mengolah data

Penyusunan Laporan
a. Konsumsi
b. Transport

Konsinyering Laporan
a. Konsumsi
b. Transpor

Pasca Pelaksanaan

Expose Hasil penelitian

a | Honor Narasumber

Gol I\VV/Eseleon
1:1.400.000 per JPL
Gol I11: 900.000 / JPL

b | Transportasi

¢ | Konsumsi Peserta

Bahan

ATK

Disesuaikan dengan SBU
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Kertas

Tinta Printer

Dan lain-lain
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Lampiran 3
Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran

KOP

KWITANSI

Telah terima dari
Nama :Ahmadian
Uang Sebesar : ### Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ###

Untuk : Pembelian ATK, sebagaimana faktur terlampir

Jakarta, 1 Juni 2014

Penerima,

Materai 6000

Rp. /1.500.000,- / Sudi Lie
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Lampiran 4
DAFTAR HADIR

No Nama Utusan TTD
. | ST
2 ..............
> R I,
4 .............
Jakarta, -----------
Panitia
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Lampiran 5
Surat Perintah Perjalanan Dinas

KOP

Lembar
Kode Nomor
Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.  Pejabat Pembuat Komitmen : DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
2. Nama Pegawai yang diperintahkan :
3. a. Pangkat dan golongan !
b. Jabatan/Instansi b
c. Tingkat biaya perjalanan dinas . C.
4.  Maksud perjalanan dinas . Penelitian
5. Alat angkutan yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat a.  (diisi asal PT)
b. Tempat tujuan b.  (diisi tempat pelaksanaan penelitian)
7. a. Lama perjalanan dinas a.  Angka (huruf) hari
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali : C.
8.  Pengikut: Nama . Tanggal Lahir . Keterangan
1. . .
2.
3.
4.
5.
9.  Pembebanan Anggaran X
a. Instansi . a. POK Ditjen Pendidikan Islam TA....
b. Akun . b.
10. Keterangan Lain-lain :

Dikeluarkan di Jakarta
Tanggal : Tgl Pembuatan
SPPD

Nama Pimpinan
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Lampiran 3:
Contoh Surat Perintah Dinas

Berangkat dari:
(tempat kedudukan)
Pada Tanggal
Ke :
a.n.Rektor/Ketua,
Ketua LP2M
Il. Tibadi Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
I11. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala

IV. Tiba di Jakarta
(tempat kedudukan)

Tgl, 24 Juni 2012

Pejabat yang memberi perintah

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah

V. CATATAN LAIN-LAIN :

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba Bendaharawan yang bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat
kesalahan, kelalaian dan kealpaannya (angka 8 lampiran Surat Menteri Keuangan tanggal 30

April 1975 No. 296/MK/1/4/1975)
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KOP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor
Tanggal
No | PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
1 Transport :
(Kota asal) ke (kota tujuan) PP | Rp
2 Uang harian (lama) hari XxRp | Rp
(uang harian)
3 Uang penginapan(lama)mim  x Rp. (uang | Rp
hotel)
4 Transport Darat/Lokal PP Rp
5 Airport Tax PP Rp
Jumlah Rp
Terbilang :
Jakarta,
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
NIP. NIP.
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah . Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama)
NIP.
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KOP

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : ---------- tanggal ----- , dengan ini
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak

dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No | Uraian Jumlah (Rp)
2—J
. Taxi dari tempat kedudukan ke bandara (kota asal)
u
PP
2.I Taxi dari bandara (kota tujuan ) ke lokasi PP
Jumlah
a

h uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui : Jakarta,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana SPD
NIP. NIP
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KOP

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN
DINAS JABATAN
NOMOR : ...........

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan
Unit Organisasi
Kementerian/Lembaga :
Menyatakadengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas
Jabatan atas nama :
Nama
NIP
Jabatan
Unit Organisasi
Kementerian/Lembaga :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan
dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda
yaitu ........

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

NIP.
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KOP

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP
Jabatan
Satker ;
Kementerian/Lembaga :
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan
berdasarkan Surat Tugas Nomor @ ....................... tanggal ........ dan SPD
Nomor: ................. tanggal ...............ooeel atas nama :
Nama :
NIP
Jabatan
Satker
Kementerian/Lembaga

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan Nomor : .............. tanggal ...............

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa .... dan biaya
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat
dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.......... , sehingga
dibebankan pada DIPA Nomor : .............. tanggal ........... Satker.........
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Jakarta,
Yang membuat Pernyataan
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